
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 249 TAHUN 2015 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI 
KEPULAUAN SERIBU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Noraor 255 Tahun 2014, 
telah diatur mengenai organisasi dan tata kerja Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu; 

b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu, Peraturan Gubemur sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba-_gaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar-_a sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah belarapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 



2 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014- tentang Administrasi 
Pemerintahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ter_tang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kab=ten/Kota; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera.n sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturar_ Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 20:4 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISA.SI  DAN TATA 
KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULACAN SERIBU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Prov:nsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Dae-_-ah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 



6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pernerintahan Sekretariat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Badan Kepegawaian Daerah Prcvinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya 
disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan 
Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Adminis:rasi. 

12. Dewan Kabupaten adalah Dewan Kabupat_en Ad:ninistrasi. 

13. Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten 
Administrasi, 

14. Sekretaris 	Kabupaten 	adalah 	Sekretaris 	Kabupaten 
Administrasi. 

15. Asisten Pemerintahan dan Kesejahte:-aan Rakyat adalah 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rayat Sekretaris 
Kabupaten. 

16. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan adalah 
Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan 
Sekretaris Kabupaten. 

17. Suku Dinas adalah Suku Dinas di Kabupaten Administrasi. 

18. Kantor adalah Kantor pada Kabupaten Administrasi. 

19. Kantor Penanggulangan Bencana Kabunaten adalah Kantor 
Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi. 

20. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupat.= Administrasi 
yang selanjutnya disebut Kantor PTS? Katupaten adalah 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu P:ntu di Kabupaten 
Administrasi. 

21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi yang 
selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten Administrasi adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupater_ Administrasi. 

22. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Administrasi. 

23. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Administrasi. 

24. Camat adalah Camat di Kabupaten Administrasi 

25. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Administrasi. 



26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten 
Administrasi. 

27. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD 
adalah unit kerja atau subordinat dari SKPD. 

28. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

29. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil 
Negara secara tetap oleh peiabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas 
Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi. 

Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Bupati yang 
berkedudukan di bawah dan bertang,gung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang 
Wakil Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati. 

Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan. 

Pasal 3 

(1) Kabupaten Administrasi mempunyai Jugas melaksanakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Kabupaten Administrasi; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dckumen pelaksanaan 
anggaran Kabupaten Administrasi; 

c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan 
tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi; 



d. pengendalian operasional pemeliharaan ketenteraman dan 
ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan 
Gubernur oleh Satpol PP Kabupaten Administrasi; 

e. pengoordinasian, pengendalian dan e7a1uasi penyusunan 
rencana strategis dan rencana kerja c1an anggaran Suku 
Dinas, Kantor, Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan 
dan Kelurahan; 

f. pengoordinasian, pengendalian dan evaluas: pelaksanaan 
taktis operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, 
Satpol PP Kabupaten Administras-_, Kecamatan dan 
Kelurahan; 

g. pembinaan Kecamatan dan Kelurahan. 

h. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah 
Kabupaten Administrasi, 

1. pelaksanaan dan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah tingkat wilayah Kabupaten Ad:ninistrasi; 

j. pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan dan 
wisata bahari, 

k. pemeliharaan dan pelestarian sumber daya kelautan, 
pulau dan pantai; 

1. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten; 

m. pelaksnaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan/ 
didelegasikan oleh Gubernur, 

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kabupaten 
Administrasi, 

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 
Kabupaten Administrasi; 

p. pengelolaan kearsipan, data dan i:zformasi Kabupaten 
Administrasi; dan 

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Kabupaten Administrasi. 

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Kabupaten Administrasi 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang dilimpahkan 
oleh Gubernur pada aspek koordinasi, perencanaan, 
penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan. 

(4) Tugas dan fungsi yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat(3) meliputi : 

a. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 
b. Bidang Keolahragaan; 
c. Bidang Kepemudaan; 
d. Bidang Sosial; 
e. Bidang Koperasi; 
f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

b• Bidang Perdagangan; 
h. Bidang Kepegawaian; dan 
i. Bidang Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI. 

(3) 



(5) Pelimpahan tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dite tapkan dengan Peraturan Gubernur 
tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB III 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi dan Perangkat 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi Kabupaten Administrasi, terdiri dari : 

a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Sekretariat Kabupaten, 
d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 
e. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan. 

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri da_ri : 

a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : 

1. Subbagian Bina Pemerintahan; 
2. Subbagian Pemerintahan Umum; dan 
3. Subbagian Pengembangan Wilayah 

b. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, terdiri 
dari : 

(3) 

1. Subbagian Hukum; 
2. Subbagian Tatalaksana dan PelayarLan Publik; dan 
3. Subbagian Kepegawaian Kabupaten. 

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dri: 

1. Subbagian Pendidikan dan Olahraga; 
2. Subbagian Kesehatan dan Pemberri Ayaan, dan 
3. Subbagian Sosial dan Mental Spiritual. 

Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 

a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri 	: 

1. Subbagian Tata Usaha; 
2. Subbagian Rumah Tangga; dan 
3. Subbagian Protokol. 

b. Bagian Keuangan, terdiri dari : 

1. Subbagian Perencanaan dan Anggwan; 
2. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan 
3. Subbagian Perbendaharaan. 



c. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 

1. Subbagian Perekonomian; 
2. Subbagian Pembangunan; dan 
3. Subbagian Kelautan. 

(4) Bagan Susunan Organisasi Kabupaten Administrasi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan C.--abernur ini. 

Pasal 5 

(1) Perangkat pada wilayah Kabupaten Administrasi terdiri dari : 

a. Sekretariat Kabupaten, 
b. Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi, 

c. Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten 
Administrasi; 

d. Suku Dinas, yang terdiri dari 

1) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Administrasi; 

2) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan Kabupaten Administrasi; 

3) Suku Dinas Pendidikan Kabupater_ Administrasi, 
4) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi; 
5) Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten 

Administrasi, 
6) Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Administrasi; 
7) Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Administrasi; 
8) Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kabupaten 

Administrasi; 
9) Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi; 

10) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah 
Daerah Kabupaten Administrasi; 

11) Suku Dinas Penataan Kota Kabupaten Administrasi; 
12) Suku Dinas Komunikasi, Informazika dan Kehumasan 

Kabupaten Administrasi; 

e. Kantor, yang terdiri dari 

1) Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 
Administrasi; 

2) Kantor Pemberdayaan Masyaraka-_ dan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Ad_ministrasi; 

3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten; 
4) Kantor Pelayanan Terpadu Satu 1:>rn-u Kabupaten; 
5) Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten 

Administrasi; 
f. Pelaksana Penanggulangan Bencana Ka-Dupaten Administrasi; 

g. Satpol PP Kabupaten Administrasi; 
h. Seksi Dinas Kabupaten, yang terdiri dari : 

Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Administrasi; 

i. Kecamatan; dan 

j. Kelurahan. 



(2) Pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat pada wilayah 
Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sampai dengan huruf j sesuai dengan Peraturan 
Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing 
SKPD. 

(3) Bagan Pola Penyelenggaraan Pemer-_ntahan Kabupaten 
Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Bupati 

Pasal 6 

Bupati mempunyai tugas: 

a. memirn pin pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten 
Administrasi; 

b. menetapkan 	kebijakan 	operasional 	penyelenggaraan 
pemerintahan Kabupaten Administrasi; 

c. mengoordinasikan dan mengendalikan pe:aksanaan tugas dan 
fungsi Sekretariat Kabupater_; 

d. mengoordinasikan 	dan 	mengendalikan 	operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Kabupaten, Sazpol PP Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

e. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan 
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam 
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi; 

f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan musyawarah 
pimpinan Kabupaten Administrasi; dan 

g• melaporkari dan mempertanggungjawabkar_ pelaksanaan tugas 
dan fungsi Kabupaten Administrasi. 

Bagian Ketiga 

Wakil Bupati 

Pasal 7 

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas: 

a. membantu Bupati dalam memimpir_ pelaksanaan tugas 
dan fungsi Kabupaten Administrasi; 

b. membantu Bupati dalam pengoord:nasian, pemantauan 
dan pengendalian penyelenggaraan tugas Pemerintahan 
Kabupaten Administrasi oleh Sekretar-iat Kabupaten; 

c. membantu Bupati dalam pengoord:nasian, pemantauan 
dan pengendalian operasional per_yelenggaraan tugas 
Pemerintahan Kabupaten Administrasi oleh Suku Dinas, 
Kantor?  Pelaksana Penanggulangan 3encana Kabupaten, 
Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan 
Kelurahan; 



d. membantu Bupati dalam pengendalian pemeliharaan 
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satpol PP 
Kabupaten Administrasi; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati; 
f. mewakili Bupati apabila berhalangan dalam melaksanakan 

tugasnya; dan 
melaporkan dan mempertanggungja.wabkan tugasnya 
kepada Bupati. 

(2) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

Bagian Keempat 

Sekretariat Kabupaten 

Paragraf 1 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 8 

(1) Sekretariat Kabupaten adalah meru_pakan unsur staf 
Kabupaten Administrasi yang dip:nroin oleh seorang 
Sekretaris Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten 
Sekretaris Kabupaten. 

Asisten Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabupaten. 

Pasal 9 

(1) Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati 
menyusun kebijakan operasional, mengoordinasikan, 
memantau dan mengendalikan penyelenggaraan tugas 
pemerintahan oleh Suku Dinas, Kantor, Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan serta • melaksanakan 
tugas administrasi Kabupaten Administrasi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebaga:mana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat Kabupaten mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, serta dokumen peLaksanaan anggaran 
Kabupaten Administrasi; 

b. pelaksanaan 	rencana 	strategis 	dan 	dokumen 
pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi; 

c. pengoordinasian penyus-unan re:icana strategis clan 
recana kerja dan anggaran Sekretariat Kabupaten; 

g. 
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d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Kabupaten Administrasi; 

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan 
anggaran Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Fenanggulangan 
Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi 
Kecamatan dan Kelurahan; 

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen 
pelaksanaan anggaran Suku Dinas, Kantor, Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

g. penyusunan kebijakan Pemerintahan Kabupaten 
Administrasi, 

h. pengoordinasian perumusan kebijakan operasional, 
pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasional 
tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

i. pelaksanaan pembinaan Kecamatan; 
j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Dewan Kabupaten 

dan musyawarah pimpinan wilayah Kabupaten Administrasi; 
k. pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan pengelolaan 

sumber daya kelautan; 
1. pengoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan dan 

pelestarian sumber daya kelautan, pulau dan pantai; 

m. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pemerintah 
terkait; 

n. penyelenggaraan sebagian tugas dan fungsi kehumasan, 
perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, 
keolahragaan, kepemudaan, sosial dan ,e_esekretariatan 
dewan pengurus KORPRI di wilaya:n Kabupaten 
Administrasi; 

o. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas atau Badan 
yang tidak mempunyai unit kerja pada Kabupaten 
Administras; 

p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kabupaten 
Administrasi; 

q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan 
Kabupaten Administrasi; 

r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara 
Kabupaten Administrasi; 

s. penyediaan, penatausa- haan, penggunaan, pemeliharaa.n, 
dan perawatan prasarana dan sarana kerja Kabupaten 
Administrasi; 

t. pengelolaan teknologi informasi Kabupaten Administrasi; 

u. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kabupaten 
Administrasi; 

v. pengoordinasian dan penyusunan 1aporan keuangan, 
kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Kabupaten Administrasi; 

w. penyUsunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di 
Kabupaten Administrasi;• dan 

x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Sekretariat Kabupaten. 
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Paragraf 2 

Sekretaris Kabupaten 

Pasal 10 

Sekretaris Kabupaten mempunyai tugas : 

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat 
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; 

b. membantu Bupati dalam pengoordinasian Derumu san kebijakan 
operasional, pemantauan, 	pengendalian dan • evaluasi 
operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten 
Administrasi Kecamatan dan Kelurahan; 

c. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
tugas Asisten Sekretaris Kabupaten; 

d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana 
kerja dan anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Kabupaten Administrasi; 

e. memantau pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggara.n 
Kabupaten Administrasi, 

f. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana 
Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administras, Kecamatan 
dan Kelurahan, 

g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, 
kegiatan dan akuntabilitas Kabupaten Administrasi; 

h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah 
terkait; 

i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah pimpinan 
Kabupaten Administrasi; 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati; 

k. melaksanakan pembinaan pegawai Kabupaten Administrasi; dan 

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Sekretaris Kabupaten. 

Bagian Kelima 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 11 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
tugas membantu Sekretaris Kabupaten dalam: 

a. memimpin pelaksanaan tugas dar_ fur_gsi tata pemerintahan, 
hukum dan ketatalaksanaan dan kesejahteraan rakyat; 
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b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional kependudukan, pencatatan sipil, penanggulangan 
kebakaran, penyelamatan, penanggulangan bencana, 
kepegawaian, kesatuan bangsa, politik, perlindungan 
masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, pelayanan 
publik, organisasi, reformasi birokrasi, komunikasi, 
informatika, ketenteraman, kete-rtiban, penegakan 
peraturan perundang-undangan daerah dan kewilayahan, 
kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan 
perempuan, perlindungan anak, Le1uarga berencana, 
perpustakaan, arsip, pendidikan, mental spritual, olahraga 
dan pemuda; 

c. melaksanakan koordinasi penyusunan rem-,ana kerja dan 
anggaran Suku Dinas dan Kantor Lidang pemerintahan 
dan kesejahteraan rakyat, Pelaksana Penanggulangan 
Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi, 
Kecamatan dan Kelurahan, 

d. memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas dar. fungsi Suku Dinas 
dan Kantor bidang pemerintahan dan kesejahteraan 
rakyat, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, 
Satpol PP Kabupaten Administras: 	Kecamatan dan 
Kelurahan, 

e. memantau dan mengendalikan pe:.aksanaan dokumen 
pelaksanaan anggaran Suku Dinas dan Kantor bidang 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Pelaksana 
Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan dan 

f. melaksanakan sebagian tugas dan -Tungsi bidang 
kepegawaian, kesatuan bangsa, politik, perpustakaan, 
kearsipan, keolahragaan dan kepemudaan; 

g. melaksanakan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; 

h. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Kabupaten; dan 

i. mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah 
Kabupaten Administrasi. 

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan 
laporan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Sekretaris Kabupaten. 

Pasal 12 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan : 

a. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spi1 Kabupaten 
Administrasi; 

b. Suku Dinas Penanggulangan Kebakarar_ dan Penyelamatan 
Kabupaten Administrasi; 

c. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; 

d. Suku DinaS Kesehatan Kabupaten Administrasi; 

e. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 
Kabupaten Administrasi 

f. Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Administrasi, 
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d. pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan 
pencatatan sipil, kebakaran penyelamatan, kesatuan 
bangsa dan politik, pemeliharaan ketenteraman dan 
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur dan pembinaan Kscamatan dan 
Kelurahan; 

e. fasilitaSi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen 
pelaksanaan anggaran Suku Dinas dan Kantor bidang 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat-., Satpol PP 
Kabupaten Administrasi, Kecamatan c  n Kelurahan; 

f. pemantuan, pengendalian dan evaluasi 	operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsi Suku. Dina.s dan Kantor 
bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Satpol PP 
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, pengendalian 
dan eValuasi penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh 
Kecamatan dan Kelurahan, 

h. penyusunan perencanaan pembangunan, rehab total, 
rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung 
Kantor Kecamatan dan Kelurahan te_ivasuk rumah dinas 
Camat dan Lurah, 

i. pelaksanaan pembangunan, rehab total, rehab berat, 
rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan 
dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah; 
pelaksanaan, pengoordinasian dan fasilitasi tugas dan 
fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah 
Kabupaten 	Administrasi, 	kecuali • pengawasan, 
pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non 
perizinan bidang kesatuan bangsa dan politik; 
fasilitasi kegiatan Dewan Kabupaten; 
pelaksanaan fasilitasi musyawarah pimpinan Kabupaten 
Administrasi; 

m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah Kabupaten Administrasi; 

n. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Kabupaten 
Administrasi; dan 

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan 

Pasal 15 

Subbagian Bina Pemerintahan merupakan Satuan Kerja 
Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan 
pembinaan Kecamatan dan Kelurahan. 

Subbagian Bina Pemerintahan dipimpir_ oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan. 

Subbagian Bina Pemerintahan mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Tata Pemerinta'nan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

k. 

1. 
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan operasional 
pembinaan dan evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; 

d. menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan dan 
evaluasi Kecamatan dan Kelurahan, 

e. menyiapkan bahan koordinasi pimp:nan cengan Dewan 
Kabupaten dan Kecamatan dan Kelurahan; 

f. melaksanakan kegiatan pembinaan Lembaga Musyawarah 
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga; 
menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Pemerintahan; 

h. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data 
dan informasi pelaksanaan kebijakan o-Derasional pembinaan 
dan evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; 

i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Tata Pemerintahan, 
mengoRrdinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, 
kinerja dan akuntabilitas Bagian Tata ?emerintahan; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Bina Pemerintahan. 

Pasal 16 

(1) Subbagian Pemerintahan Umum merupakan Satuan Kerja 
Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan 
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, 
pengendalian, pemantauan dan evaluas4_ kependudukan dan 
pencatatan sipil, kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman 
dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur. 

(2) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan. 

(3) Subbagian Pemerintahan Umum mempunvai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Tata Pemermtahan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun 
kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan 
sipil, komunikasi, informatika dan keilumasan, kebakaran 
dan penyelamatan, ketenteraman dan ketertiban umum 
serta ,penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Gubernur; 

d. melaksanakan 	kegiatan 	koordinasi, 	pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional kependudukan dan pencatatan sipil, 
kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman dan 
ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur; 

g. 
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e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran 
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suku 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Suku 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan serta 
Satpol .PP Kabupaten Administrasi; 

f. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi operasional pelaksanaan tugas 
dan fungsi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Kehumasan serta SatpoI PP Kabupaten Administrasi; 

g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data 
dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional 
kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan 
kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman dan 
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur, 

h. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman 
ideologi negara dan pengembangan vrawasan kebangsaa.n 
pada lingkup Kabupaten Administras; 

i. memfa.silitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada 
lingkup Kabupaten Administrasi; 

j. memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan 
ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada 
lingkuiS Kabupaten Administrasi; 

k. memfasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan 
dan pengembangan politik dan demokrasi pada 1ingkup 
Kabupaten Administrasi; 

1. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada 
lingkup Kabupaten Administrasi, dan 

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pemerintahan Umum. 

Pasal 17 

(1) Subbagian Pengembangan Wilayah merupakan Satuan Kerja 
Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan 
pengembangan wilayah. 

(2) Subbagian Pengembangan Wilayah di3impin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan. 

(3) Subbagian Pengembangan Wilayah mem-Dunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana keda 
dan anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan 	rencana 	strategis 	dan 	dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

c. menyiapkan bahan profil wilayah, tipologi, monografi, 
toponomi dan batas Kabupaten Admimstrasi dan Kecamatan 
dan Kelurahan; 

d. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan batas, 
penentuan titik koordinat dan tanda batas Kabupaten 
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 
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e. menyiapkan bahan dalam rangka pemekaran, pemecahan 
dan penghapusan Kecamatan dan Kel-arahan; 

f. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan 
perawatan tanda batas dan papan petunjuk arah 
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

g. meneliti, mengkaji dan menyajikan bahan pengembanga.n 
Kecamatan dan Kelurahan berikut prasarana dan 
sarananya; 

h. menyusun perencanaan pembangunan, rehab total, rehab 
berat, rehab sedang dan rehab ri-_--_gan gedung kantor 
Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat 
dan Lu'rah; 

1. melaksanakan pembangunan, rehab totaL rehab berat, 
rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor Kecamatan 
dan Kelurahan termasuk rumah dina3 Camat dan Lurah; 
mengoordinasikan penyusunan r2ncana, kerja dan 
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagia.n 
Tata Pemerintahan; 

k. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data 
dan informasi pelaksanaan pengembangan wilayah, dan 

1. melaporkan dan mempertanggungja-Nabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pengembangan Wilayah. 

Paragraf 2 

Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 

Pasal 18 

(1) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam 
pelaksanaan tugas pemberian pertimbangan hukum, bantuan 
hukum, pengkajian/analisis hukum can pengoordinasian 
penanganan sengketa hukum serta penyusunan produk 
hukum, sosialisasi dan dokumentasi produk hukum serta 
perumu san kebij akan 	operasional dan pengoordinasian 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, 
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pe:ayanan publik 
di wilayah Kabupaten Administrasi serta melaksanakan 
pengelolaan kepegawaian Kabupaten. 

(2) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Asiste:: Peme,rintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 19 

(1) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
mempunyai tugas melaksanakan pern-r..erian pertimbangan 
hukum, bantuan hukum, pengkajian/analisis hukum dan 
pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta 
penyusunan produk hukum, sosialisasi dan dokumentasi 
produk hukum, serta perumusan kebijakan operasional, dan 
pengoordinasian pengendalian, pemar_tauan dan evaluasi 
pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, 
pelayanan publik di wilayah Kabupaten Administrasi serta 
melaksanakan pengelolaan kepegawaian Kabupaten 
Administrasi. 
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(2) Dalam rangka pelaksanaan -_ugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan; 

c. penghimpunan, penyiapan bahan perumusan dan 
penyusunan kebijakan operasional administrasi kepegawaian 
dan pelayanan publik, 

d. pengoordinasian, penger_dalian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan operasional administrasi kepegawaian 
dan pelayanan publik, 

e. pengkajian dan analisis hukurn, 

f. pendokumentasian produk hukum; 

g. sosialisasi peraturan perundang-undangan, 

h. penyiapan bahan pertimbangan hukum dan bantuan 
hukum kepada aparatur dan unit -kerja pada wilayah 
Kabupaten Administrasi; 

i. pengoordinasian penanganan sengketa hukum; 

j. pengoordinasian perumusan Keputusan Bupati; 

k. penataan kota ruangan kantor di wilayah Kabupaten 
Administrasi; 

1. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan 
pendampingan kegiatan pelayanan publik di wilayah 
Kabupaten Administrasi; 

m. pengelolaan kepegawaian Kabupaten; 

n. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan 
akuntabilitas Kabupaten Administrasi; 

o. pengelolaan perpustakaan kedinasan Ka.--Jupaten Administrasi; 

p. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan 
pendampingan kegiatan pelayanan publik di wilayah 
Kabupaten Administrasi; 
pelaksanaan, pengoordinasian dan fasilitasi tugas dan 
fungsi kepegawaian dan kesekretari:_--,tan DP KORPRI di 
wilayah Kabupaten Administrasi; dan 

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Hukum, Ke-_atalaksanaan dan 
Kepegawaian. 

Pasal 20 

(1) Subbagian Hukum merupakan Satuan Kerja Bagian Hukum, 
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam pelaksanaan 
kegiatan pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukurn, 
pengkajian/analisis hukum dan pengoordinasian penanganan 
sengketa hukum serta penyusunan produk hukum, 
sosialisasi dan dokumentasi produk hukum. 

q.  
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(2) Subbagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. 

(3) Subbagian Hukum mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan 
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 
Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegav-aian; 

d. menyusun bahan bantuan hukum terhadap aparatur dan 
unit kerja pada wilayah Kabupaten Administrasi; 

e. mengoordinasikan perumusan Keputusan Bupati; 
f. memberikan pelayanan pendampingan bantuan hukum 

terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kabupaten 
Administrasi; 
mengoordinasikan dan menangani gugatan/perkara di 
peradilan, 

h. mengoordinasikan dan menfasilitasi penanganan relass 
pengadilan dan pembebasan bersyarat narapidana; 

i. melakukan pengkajian dan analisis ht:,i-cum; 
j. menghimpun bahan, meneliti dan mengoordinasikan 

penyelesaian sengketa hukum; 
k. memberikan pertimbangan hukum te-_-hadap aparatur dan 

unit kerja; 
1. memfasilitasi dan mengoordinasikan penanganan penyelesaian 

sengketa hukum; 
m.melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan; 
n. menghimpun dan mendokumentasikan peraturan 

perundang-undangan, 
o. menyimpan dan memelihara peraturan.-_-;erundang-undangan; 

p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan 
dan Kepegawaian, 

q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, 
kinerja dan akuntabilitas Bagian Hukum, Ketatalaksanaan 
dan Kepegawaian; dan 

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Hukum. 

Pasal 21 

(1) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publ:k merupakan 
Satuan Kerja Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional, 
pengoordinasian, pelaksanaan pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik. 

g. 
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(2) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum, 
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. 

(3) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan ?ublik mempunyai 
tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. melaksanakan 	rencana 	strategis 	dan 	dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan 
dan Kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menghimpun, menyiapkan dan meny-asun bahan 
perumusan kebijakan operasional komunike_si, informatika 
dan kehumasan, prosedur, metode dan lingkungan kerja, 
penataan kota ruang Kantor serta pelayanan publik 
Kabupaten Administrasi; 

d. melaksanakan 	kegiatan 	koordinasi, 	Dengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional, prosedur, metode dan lingkungan kerja, 
penataan kota ruang Kantor serta pelayanan publik 
Kabupaten Administrasi; 

e. menghimpun bahan dan menyusun laporan akuntabilitas 
Sekretariat Kabupaten; 

f. mengelola 	perpustakaan 	kedinasan 	Kabupaten 
Administrasi; 

g. melaksanakan kegiatan penataan kota ruang Kantor 
Kabupaten Administrasi; 

h. melaksanakan kegiatan bimbingar_, konsultasi dan 
pendampingan teknis penerapan prosedur. metode dan 
lingkungan kerja, pelaksanaan pelavanan publik serta 
teknis pelayanan terhadap pegawai pelaksana pelayanan 
publik lingkup Kabupaten Administrasi; 

i. melaksanakan kegiatan koordinasi, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional pelayanan publik di wilayah Kabupaten 
Administrasi; 
menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data 
dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional 
prosedur, metode dan lingkungan k2rja, penataan kota 
ruang Kantor serta pelayanan publik; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik. 

Pasal 22 

(1) Subbagian Kepegawaian Kabupaten merupakan Satuan Kerja 
Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan X?,pegawaian dalam 
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Kabupaten Administrasi, 
Kecamatan dan Kelurahan. 
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(2) Subbagian Kepegawaian Kabupaten dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan d-_ bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum, 
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. 

(3) Subbagian Kepegawaian Kabupaten memounyai tugas 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan 
Kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan perumusan 
kebijakan operasional administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan 	kegiatan 	koordinasi, 	pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional administrasi kepegawaian: 

e. melaksanakan 	kegiatan 	perencanaan 	kebutuhan, 
penempatan, pengembangan karier, mutasi, pendidikan 
dan pelatihan Pegawai, 

f. melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan, 
pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin Pegawai; 

g. melaksanakan pemrosesan dan pengurusan hak, 
kesejahteraan, penghargaan, kenaika -_-1 pangkat, cuti dan 
pensiun Pegawai; 

h. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari 
jabatan Kabupaten Administrasi, 

i. menyusun program pengembangan ka.:-ier Pegawai, 
j. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara dan 

melaporkan data, informasi dan dokumen kepegawaian 
termasuk Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai, 

k. melaksanakan kegiatan koordinasi admmistrasi kepegawaian 
di wilayah Kabupaten Administrasi dengan BKID, 

1. melaksanakan fasilitasi penerbitan kart-a identitas pegawai 
pada lingkup Kabupaten Administrasi; 

m. melaksanakan penyiapan, fasilitasi dan koordinasi 
pelaksanaan Badan Pertimbangan Jaba_:an dan Kepangkatan 
(Baperjakat) pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi; 

n. penyusunan program pengembangan karir pegawai, 
pelantikan pejabat Kabupaten Administrasi; 

o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, 
budaya kerja dan etos kerja pegawai, 

p. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan 
kerja sama kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI 
lingkup Kabupaten Administrasi; 

q. penyelenggaraan kegiatan pembinaan seni, budaya, 
Anggota KORPRI lingkup Kabupaten Administrasi; 

r. penyelenggaraan kegiatan usaha chn bantuan sosial 
Anggota KORPRI lingkup Kabupaten Administrasi; 

s. pengoordinasian dan fasilitasi penyeiengga- raan kegiatan 
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi; 

t. pengelolaan data dan informasi oensiunan Anggota 
KORPRI lingkup Kabupaten Administrasi; dan 

u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kepegawaian Kabupaten. 
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Paragraf 3 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pa.sal 23 • 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja 
Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan perumusan 
kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi sosial, per_didikan, kesehatan 
masyarakat, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat 
dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 
keluarga berencana, perpustakaan dan arsip serta mental 
spiritual. 

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin Dleh seorang Kepala 
Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
berada di bawah dan bertanggung ja,7ab kepada Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 24 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan operasional, serta 
pengoordinasian, pengendalian, pemanauan dan evaluasi 
sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, olahraga dan 
pemuda, pemberdayaan masyarakat, pernt?..rdayaan perempuan, 
perlindungan anak dan keluarga berem:ana, perpustakaan 
dan arsip serta mental spiritual. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Kesejahteraan Rakya-,; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Kesejahteraan Rakya; 

c. penghimpunan, penyiapan bahan 	dan penyusunan 
kebijakan operasional sosial, pendidikan, kesehatan 
masyarakat, olahraga dan pemuda, pemberdayaan 
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan 
anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip 
serta mental spiritual; 

d. pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan operasional sosia, pendidikan, 
kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan 
dan arsip serta mental spiritual; 

e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas Pendidikan, Su_ku Dinas Kesehatan, 
Kantor Pemberdayaan Masyarakat can Perempuan dan 
Keluarga Berencana serta Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Administrasi, 

a. 
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f. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Kantor 
Pemberdayaan Masyarakat dan Perer-_puan dan Keluarga 
Berencana serta Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kabupaten Administrasi; 

pelaksanaan, pengoordinasian dan fasilLasi sebagian 
tugas dan fungsi bidang olahraga, pemuda dan sosial di 
wilayah Kabupaten Administrasi, 

h. pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan dan 
pengembangan mental spiritual Kabupaten Administrasi; 

i. pelaksanaan fasilitasi lembaga mental spiritual; dan 

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 25 

(1) Subbagian Pendidikan dan Olahraga merupakan Satuan 
Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat 3alam pelaksanaan 
kegiatan perumusan kebijakan Dnerasional serta 
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 
pendidikan, olahraga dan pemuda serta perpustakaan dan 
arsip. 

(2) Subbagian Pendidikan dan Olahraga dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan 
Rakyat. 

Subbagian Pendidikan dan Olahraga mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis 	dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
menghimpun, menyiapkan bahan 	dan menyusu n 
perumusan kebijakan operasional pendidikan, olahraga 
dan pemuda serta perpustakaan dar: arsip Kabupaten 
Admin1strasi,,- 

d. melaksanakan 	kegiatan 	koordinasi, 	pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional pendidikan, olahraga dan -3emuda serta 
perpustakaan dan arsip Kabupaten Administrasi; 

e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas Pendidikan dan Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Adminis:rasi; 

f. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Kabupaten Administrasi; 

g.  

(3) 
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g. melaksanakan fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda 
tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 

h. melaksanakan pendataan dan "Dublikasi kegiatan 
keolahragaan, kepemudaan serta pra-sarana dan sarana 
olahraga dan pemuda di Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu; 

i. melaksanakan perencanaan, penyediaan, perawatan, 
pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian prasarana 
dan sarana olahraga dan pemuda sesuai lingkup tugasnya 
di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 

penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, Anggota 
KORPRI lingkup Kabupaten Administrasi 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Kesejahteraan 
Rakyat, 

1. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, 
kinerja dan akuntabilitas Bagian Kesejahteraan Rakyat, 

m. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data 
dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional 
pendidikan, olahraga dan pemuda serta perpustakaan 
dan arsip,dan 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pendidikan dan Olah_raga. 

Pasal 26 

(1) Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan merupakan Satuan 
Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan 
kegiatan 	perumusan 	kebijakan 	D perasional 	serta 
pengoordinasian, pengendalian, peman:auan dan evaluasi 
kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perempuan 
dan perlindungan anak serta keluarga berencana. 

(2) Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan 
Rakyat. 

(3) Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun bahan 
perumusan kebijakan operasional kesehatan masyarakat, 
keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan 
perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana 
Kabupaten Administrasi; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi pe:aksanaan kebijakan 
operasional kesehatan masyarakat, keluarga berencana, 
pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta 
perlindungan anak Kabupaten Administrasi; 
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e. melaksanakan kegiatan pengendalia-_-_, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan 
masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan 
masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak 
Kabupaten Administrasi; 

f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan 
Masyarakat dan Perempuan dan Ie1uarga Berencana 
Kabupaten Administrasi; 

g. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat 
dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Administrasi; 

h. menghimpun, mengolah, menyajika:z, dan melaporkan 
data dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional 
kesehatan masyarakat, keluarga beren,:,ana, pemberdayaan 
masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak 
Kabupaten Administrasi; 

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi -:erkait dalam 
rangka penanggulangan kejadian luar biasa, permasalahan 
anak dan permasalahan perempuan, dan 

i• melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan. 

Pasal 27 

(1) Subbagian Sosial dan Mental Spiritual merupakan Satuan 

kegiatan pe-_-umusan kebijakan operasional serta pelaksanaan, 
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 

Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan 

bidang sosial dan mental spiritual. 

(2) Subbagian Sosial dan Mental Spiritual dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan-  di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan 
Rakyat. 

Subbagian Sosial dan Mental Spiritual me.mpunvai tugas : (3)  

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun bahan 
perumusan kebijakan operasional sosial dan mental 
spiritual Kabupaten Administrasi; 

d. melaksanakan, 	mengoordinasikan, 	menfasilitasi, 
mengendalikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan operasional sosial dar_ mental spiritual 
Kabupaten Administrasi; 

e. melaksanakan upaya promosi dan peningkatan partisipasi 
sosial masyarakat Kabupaten Adminis--_rasi; 



f. melakukan pendataan, registrasi, pe-rnantauan, evaluasi 
dan pelaporan usaha kesejahteraan sosial dan mental 
spiritual Kabupaten Administrasi; 

g. melaksanakan pencegahan dan rehabLitasi sosial PIVIKS; 
h. melaksanakan pemberdayaan sosial individu, keluarga, 

masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan fakir 
miskin; 

i. melaksanakan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial; 

j. melaksanakan pelayanan penghargaan kepada pahlawan, 
janda pahlawan, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, 
janda perintis kemerdekaan dan masyarakat: 

k. melaksanakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan 
dan kesetiakavvanan sosial, 

L melaksanakan penggalangan peran serta masyarakat di 
bidang sosial, 

m. melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial korban 
bencana, orang terlantar, korban tindak kekerasan, 
pekerja migran bermasalah dan musibah sosial lainnya 
serta jaminan kesejahteraan sosial, 

n. melaksanakan pengelolaan data dan penyebarluasan 
informasi kesejahteraan sosial, 

o. melaksanakan promosi kesejahteraan sosial: 
p. melaksanakan penyediaan, pemeliha:--aan dan perawatan 

Sasana Krida Karang taruna (SKK-2), gudang logistik, 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosia-1 (LK3) dan 
prasarana dan sarana pelayanan sosial dan mental 
spiritual; 

q. penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental dan rohani 
Anggota KORPRI lingkup Kabupaten Administrasi; 

r. memfasilitasi dan merekomendasikan pemanfaatan dana 
tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha 
perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten 
Administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
perusahaan tersebut; 

s. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalarn 
rangka pembinaan kesejahteraan rakyat, sosial 
masyarakat, mental spiritual, yay-asan (organisasi 
lembaga) yang melaksanakan kegiatan di bidang 
keagamaan di wilayah Kabupaten Administrasi; 

t. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan 
aktivitas keagamaan masyarakat dan lembaga keagamaan 
Kabupaten Administrasi, 

u. memantau dan menginventarisasi serta melaksanakan 
pemberian bantuan untuk tempat ibadah di wilayah 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Admir_istrasi; 

v. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para 
pengurus masjid dan musholla serta qori/qori'ah 
Kabupaten Administrasi; 

w. melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka 
pernbentukan forum komunikasi umat beragama 
Kabupaten Administrasi; 

x. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi distribusi 
beras bagi kelompok rumah tangga sasaran dan program 
bantuan sosial lamnya; 
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y. menyiapkan pelaksanaan event Musabakoh Tilawatil 
Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Our'an (STQ) secara 
berjenjang, 

z. memfasilitasi, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas 
amil zakat, infaq dan sodaqoh, dan 

aa. melaporkan dan mempertanggungjavv-abkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Sosial dan Mental Sp:ritual. 

Bagian Keenam 

Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan 

Pasal 28 

(1) Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan 
mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabupaten dalam : 

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi 
umum dan perekonomian dan pembangunan serta 
pengelolaan keuangan Kabupaten Administrasi; 

b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional perindustrian dan energi, kelautan, pertanian 
dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan kebudayaan, 
perhubungan dan transportasi, tata air, perumahan dan 
gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, 
pengelolaan lingkungan hidup, kopexasi, usaha mikro, 
kecil dan menengah, serta perdagangan, tenaga kerja dan 
transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan 
pemakaman Kabupaten Administrasi, 

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
suku dinas dan kantor bidang perekonomian, administrasi 
dan pembangunan Kabupaten Administrasi, 

d. mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas dar_ fungsi suku dinas 
dan kantor bidang perekonomian, administrasi dan 
pembangunan Kabupaten Administras:, 

e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan dokumen 
pelaksanaan anggaran suku dinas dan kantor bidang 
perekonomian, administrasi dan pembangunan Kabupaten 
Administrasi; 

f. memantau, mengendalikan dan menge7a1uasi pelaksanaan 
dokumen pelaksanaan anggaran Kabunaten Administrasi; 

g. mengoordinasikan penyusunan lan-oran antara lain 
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan 
keuangan; 

h. mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan 
mengevaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten 
Administrasi; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan 
pengendalian penataan kota; dan 

j. melaksanakan pengoordinasian penagihan atas 
kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin 
Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/ Surat Izin 
Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan BPKAD. 
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(2) Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan 
menyampaikan laporan kepada Sekretars Kabupaten atas 
pelaksanaan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

Pasal 29 

Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan 
mengoordinasikan : 

a. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi, 

b. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Administrasi; 

c. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi; 

d. Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kabupaten 
Administrasi; 

e. Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi; 

f. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah 
Kabupaten Administrasi; 

g. Suku Dinas Penataan Kota Kabupaten Adn-inistrasi, 

h. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kabupa:en Administrasi; dan 

i. Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Administrasi. 

Pragraf 1 

Bagian Umum dan Protokz1 

Pasal 30 

(1) Bagian Umum dan Protokol merupakan Unit Kerja Kabupaten 
Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan fisik 
aset, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan 
pengamanan Kantor Pemerintahan Kabupaten Administrasi 
serta rumah dinas Bupati, perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan gedung kantor Kabupaten Administrasi 
termasuk rumah dinas Bupati. 

(2) Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Asisten Perekonomian, Administrasi dan 
Pembangunan Sekretaris Kabupaten Adrninistrasi. 

Pasal 31 

(1) Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan 'ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, 
pengelolaan fisik aset dan pengamanan -_-umah dinas Bupati, 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung kantor 
Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas Bupati. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Umum dan Protokol; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Umum dan Protokol; 

c. pelaksanaan kegiatan ketatausaliaan antara lain 
penerimaan, pencatatan, pentaklikan, pengetikan, 
penomoran dan pendistribusian naskah dinas serta 
penyimpanan, pemeliharaan, penelusuran dan penghapusan 
arsip Kabupaten Administrasi; 

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausailaan terhadap 
unit kerja di wilayah Kabupaten Administrasi 
berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait Kabupaten 
Administrasi; 

e. pelaksanaan kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan, 
penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan/ 
peralatan/inventaris kerja/kantor termasuk kapal dinas; 

f. penyusunan perencanaan pembangunan, rehab total, 
rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan 

'D
credung 

kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas 
Bupati; 

b' pelaksanaan pembangunan, rehab total, rehab berat, 
rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor Kabupaten 
Administrasi termasuk rumah dinas Bupati; 

h. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan 
perlengkapan / peralatan / inventaris kerja/ kantor termasuk 
gedung, rumah dinas pimpinan dan kapal dinas, 

i. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan, ketertiban dan kenyamanan kantor Kabupaten 
Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; 

j. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan, ketertiban dan kenyamanan kantor Kabupaten 
Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; 

k. pelaksanaan koordinasi penghapusan barang; 
1. penyerahan 	pencatatan 	pengac:aan, 	penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan 
perlengkapan, peralatan/inventaris kerja/kantor kepada 
Bagian Keuangan untuk dibukukan; 

m. pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu Kabupaten 
Administrasi; 

n. pelaksanaan kegiatan penjamuan tamu Bupati; 

o. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas Bupati/Wakil 
Bupati, 

p. pelaksanaan koordinasi pengaturan acara pimpinan 
Kabupaten Administrasi; 

q. pengaturan acara Kabupaten Administrasi, 
r. penghimpunan analisis dan pengajuan kebutuhan/ 

penghapusan peralatan/inventaris Kabupaten Administrasi; 
dan 

s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Umum dan Protokoi. 
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Pasal 32 

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Bagian 
Umum dan Protokol dalam pelaksanaan kegiatan surat-
menyurat dan kearsipan Kabupaten Administrasi. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Umum dan ?rotokol. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Umum dan Protckol sesuai dengan 
lingkup tugasnya, 

b. melaksanaan rencana strategis dan dok-umen pelaksanaan 
anggaran Bagian Umum dan Protckol sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan surat meriyurat antara lain 
penerimaan, pencatatan, pentaklikan, pengetikan, 
penomoran dan pendistribusian s-urat/naskah dinas 
Kabupten Administrasi; 

d. melaksanakan pengurusan arsip kedinasan (dinamis) 
antara lain menyimpan, memelihara, menelusuri dan 
menghapus arsip Kabupaten Administrasi; 

e. melaksanakan kegiatan satuan administrasi pangkal, dan 
cabang tata usaha Kabupaten Administrasi; 

f. melaksanakan kegiatan pengadministrasian pimpinan 
Kabupaten Administrasi; 

g. melaksanakan kegiatan pembinaan ketatausahaan 
terhadap unit kerja di wilayah Kabupaten Administrasi, 

h. pemasyarakatan kearsipan lingkup Kabupater_ Administrasi; 
i. pembinaan teknis kearsipan terhadap SKPD/UKPD, 

masyarakat, komunitas, sekolah di tingkat Kabupaten 
Administrasi; 
pelaksanaan layanan kearsipan lingkup Kabupaten 
Administrasi; 

k. pelaksanaan 	asistensi 	dalam 	rangka 	penilaian, 
pemindahan dan penyusunan arsip; 

1. mengoordinasikan penyusunan rencana_ kerja dan 
anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian 
Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi: 

rm mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bagian Umum dan 
Protokol; dan 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 33 

(1) Subbagian Rumah Tangga merupakan Satuan Kerja Bagian 
Umum dan Protokol dalam kegiatan ke-_-umahtanggaan dan 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan gedung kantor KabuDaten Administrasi 
termasuk rumah dinas Bupati. 
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(2) Subbagian Rumah Tangga dipimpin cleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Umum dan ?rotokol. 

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dar_ rencana kerja dan 
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan dc.kumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan 
perlengkapan/peralatan/inventaris Kabupaten Administrasi; 

d. melaksanakan kegiatan pengadaan, per_erimaan, pencatatan, 
penyimpanan dan pendistribusian perl.=gkapan/peralatan/ 
inventaris Kabupaten Administrasi; 

e. menyusunan perencanaan pembangunan, rehab total, 
rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung 
kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas 
Bupati, 

f. melaksanaan pembangunan, rehab tatal, rehab berat, 
rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor Kabupaten 
Administrasi termasuk rumah dinas BuDati; 

g• melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan 
perlengkapan/peralatan/inventaris kantor termasuk 
rumah dinas pimpinan Kabupaten Administrasi; 

h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, 
keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan kantor 
Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; 

i. melaksanakan koordinasi, inventarisasi/pendataan dan 
penghapusan barang Kabupaten Administrasi., 

menyampaikan pencatatan pengadaan/-oembangunan, 
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan 
dan perawatan serta inventarisasi/pendataan perlengkapan/ 
peralatan/inventaris kepada Bagiar_ Keuangan untuk 
dibukukan; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkar_ pelaksanaan 
tugas Subbagian Rumah Tangga. 

Pasal 34 

(1) Subbagian Protokol merupakan Satuan rja 3agian Umum 
dan Protokol dalam pelaksanaan acara, pengaturan acara, 
penerimaan tamu dan perjalanan dinas impinan serta tugas 
kehumasan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu. 

(2) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa.b kepada 
Kepala Bagian Umum dan Protokol. 
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(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran serta dokumen pelaksanaan anRgaran Bagian 
Um-um dan Protokol sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan di-_kumen pelaksanaan 
anggara‘ n Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. mengurus dan melaksanakan acara pimpinan Kabupaten 
Administrasi; 

d. melaksanakan kegiatan pengaturan acara dan upacara 
Kabupaten Administrasi; 

e. melaksanakan kegiatan pengaturan acara pimpinan 
Kabupaten Administrasi; 

f. mengurus perjalanan dinas pimpinan Kabupaten 
Administrasi; 

melaksanakan kegiatan pelayanan tamu pimpinan 
Kabupaten Administrasi; 

h. melaksanakan penjamuan tamu pimpinan Kabupaten 
Administrasi; 

i. mengurus, mempersia_•pkan dan mengoordinasikan 
kunjun'gan pimpinan daerah lainnya ke wilayah 
Kabupaten Administrasi; 

mempersiapkan prasarana dan sarana acara, pelayanan 
dan penjamuan tamu pimpinan Kabupater_ Administrasi; 
dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Protokol. 

Paragraf 2 

Bagian Keuangan 

Pasal 35 

(1) Bagian Keuangan merupakan Unit Kerja Kabupaten 
Administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 
Kabupaten Administrasi. 

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala_ Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan. 

Pasal 36 

g. 

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
keuangan Kabupaten Administrasi. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Keuangan; 

c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran 
dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi; 

d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten 
Administrasi, 

e. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kabupaten 
Administrasi; 

f. pemprosesan penerbitan Surat Perintah. Membayar (SPM); 

g. penelitian 	dan 	pemprosesan 	pengajuan 	Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP); 

h. penelitian, pengujian kelengkapan persyaratan dan 
pemprosesan tagihan belanja Kabupate-n Administrasi; 

i. penghimpunan dan penyusunan bahan pertangg-ungjawaban 
keuangan Kabupaten Administrasi; 

penghimpunan bahan dan penyusunar_ laperan keuangan 
(realisasi anggaran, neraca dan catatan atas 1aporan 
keuangan) Kabupaten Administrasi; 

k. pelaksanaan evaluasi nilai dan maniaat aset Kabupaten 
Administrasi, 

1. pembukuan dan penyusunan akuntansi aset Kabupaten 
Administrasi; 

m. penelitian/pengujian surat pertangg,u-_-_gjawaban keuangan 
Kabupaten Administrasi, 

n. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan kinerja 
dan kegiatan Kabupaten Administras-_; 

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Keuanga.n 
Kabupaten Administrasi; 

P• mengoordinasikan penyusunan la.poran keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Keuangan 
Kabupaten Administrasi, 

q• pengelolaan teknologi informasi Kabupaten Administrasi; 
dan 

r. pelaporan dan pertanggungjawaban oelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Keuangan. 

Pasal 37 

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan 
Kerja Bagian Keuangan dalam pelaksanaan perencanaan dan 
penganggaran Kabupaten Administrasi. 
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(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menghimpun bahan dan menyusun rencana kerja dan 
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten 
Administrasi, 

d. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan rencana strazegis dan dokumen 
pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi; 

e. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja dan 
kegiatan Kabupaten Administrasi; 

f. melaksanakan 	pengelolaan 	tek-nologi 	informasi 
Kabupaten Administrasi; 
memberikan bimbingan dan konsultasi penyusunan 
rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan 
anggaran, laporan kinerja dan laporan kegiatan terhadap 
Unit Kerja Kabupaten Administrasi; dan 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran. 

Pasal 38 

(1) Subbagian Tata Usaha Keuangan merupakan Satuan Kerja 
Bagian Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan penatausahaan 
keuangan. 

(2) Subbagian Tata Usaha Keuangan dipcmpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagia:-: Keuangan. 

Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tigas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Keuangan sesual dengan lingkup 
tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan 
Kabupaten Administrasi, 

d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban 
keuangan Kabupaten Administrasi, 

e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan 
(realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan 
keuangan) Kabupaten Administrasi; 

f. melaksanakan evaluasi nilai dan ma.faat aset Kabupaten 
Administrasi; 

0. membukukan dan menyusun akuntansi aset Kabupaten 
Administrasi, 

h. melaksanakan penelitian, pengujian dan pengesahan surat 
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi; 

g.  

(3) 
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i. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan 
bahan pertanggungjavvaban dan lapora- n keuangan antara 
lain realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan 
keuangan terhadap unit kerja Kabupa:en Administrasi, 

j. menyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen 
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi, 

i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan; 

j. mengoordinasikan penyusunan laporar_ keuangan, kegiatan, 
kinerja dan akuntabilitas Bagian Keuangan; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Tata Usaha Keuangan. 

Pasal 39 

(1) Subbagian Perbendaharaan merupakan Satuan Kerja Bagian 
Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan perbendaharaan. 

(2) Subbagian Perbendaharaan dipimpin cleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawai dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

(3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menerima, meneliti dan memproses pengajuan penerbitan/ 
pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM); 

d. meneliti dan memproses Surat Perrnintaan Pembayaran 
(SPP) yang diajukan Bendahara; 

e. meneliti kelengkapan persyaratan da-_-_ memproses tagihan 
belanja Kabupaten Administrasi, 

f. mengelola belanja pegawai Kabupaten Administrasi; 

g. mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta 
konsultasi teknis terhadap Bendahara;dan 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perbendaharaan. 

Paragraf 3 

Bagian Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 40 

(1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan Unit 
Kerja Kabupaten Administrasi dalam perumusan kebijakan 
operasional serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi perindustrian dan energi, kelautan, pertanian 
dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan kebudayaan, 
perhubungan dan transportasi, tata ir, perumahan dan 
gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, 
pengelolaan lingkungan hidup, koperas-_, usaha mikro, kecil 
dan menengah serta perdagangan, tenaga kerja dan 
transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakaman. 



(2) Bagian Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh 
seorang Kepala Bagian yang berkedud-Jkan 1i bawah dan 
bertangguhg jawab kepada Asis:en Perekonomian, 
Administrasi dan Pembangunan. 

Pasal 41 

(1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional serta 
pengoordinasian, pengendalian, peman=auan dan evaluasi 
perindustrian dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan 
pangan, kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan dan 
transportasi, tata air, perumahan dan gedung Pemerintah 
Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolaan lingkungan 
hidup, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta 
perdagangan, tenaga kerja dan transmigras-_, bina marga 
serta pertamanan dan pemakaman. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Perekonomian dan Perntangunan mempunyai 
fungsi : 

a. penyus,unan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Perekonomian dan Pcmbangunan; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembar_gunan; 

c. penghimpunan, penyiapan bahan dan penyusunan 
kebijakan operasional perindustrian dan energi, kelautan, 
pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan 
kebudayaan, perhubungan dan transpor-_asi, tata air, 
perumahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan 
kota, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, koperasi, 
usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan, 
tenaga kerja dan transmigrasi, bina marga serta pertamanan 
dan pemakaman; 

d. pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan operasional perindustrian dan 
energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, 
kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan dan 
transportasi, tata air, perumahan dan gedung Pemerintah 
Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolaan 
lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah serta perdagangan, -_enaga kerja dan 
transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan 
pemakaman Kabupaten Administrasi; 

e. pelaksanaan pengembangan, perlin:-:ungan, pengawasan 
dan pengendalian koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah serta perdagangan; 

f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian 
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas 
dan Kantor Bidang Perekonomian dan Pembangunan 
Kabupaten Administras; 
pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Dinas dan Kantor Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Kabupaten Administrasi; 

g.  
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h. pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan oleh Dinas atau Badar_ yang tidak 
mempunyai Suku Dinas atau Kanzor pada Kabupaten 
Administrasi; dan 

i. pelaporan dan pertanggungjawabar_ pelaksanaan tugas 
dan fungsi Bagian Perekonomian dan Pembangunan. 

Pasal 42 

(1) Subbagian Perekonomian merupakan Satuan Kerja Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan a1am pelaksanaan 
kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta 
pengoordinasian, pengendalian, peman-_auan dan evaluasi 
perindustrian dan energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah serta perdagangan, kepariwisataan dan 
kebudayaan, usaha perhubungan dan trar_sportasi serta 
tenaga kerja dan transmingrasi. 

(2) Subbagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawa_h dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Perekcnomian dan 
Pembangunan. 

(3) Subbagian Perekonomian mempunyai tugas 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai 
dengan lingkup tugasnya, 

c. menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan 
perumusan kebijakan operasional perindustrian dan 
energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta 
perdagangan, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha 
perhubungan dan transportasi serta tenaga kerja dan 
transmingrasi Kabupaten Administrasi; 

d. melaksanakan 	kegiatan koordinasi, 	pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional perindustrian dan ene:-gi, koperasi, usaha 
mikro, kecil dan menengah serta perdagangan, 
kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan 
transportasi, serta tenaga kerja dan transmingrasi 
Kabupaten Administrasi; 

e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas bidang perekonomian di luar 
kelautan dan pertanian Kabupaten A2'.ministrasi; 

f. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, 
pengendalian dan evahasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
suku dinas bidang perekonomian d: luar kelautan dan 
pertanian Kabupaten Administrasi; 
menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data 
dan informasi pelaksanaan keb:jakan operasional 
perindustrian dan energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah serta perdagangan, kepariwisataan dan 
kebudayaan, usaha perhubungan dan transportasi serta 
tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Administrasi, 

g• 
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h. melaksanakan koordinasi dan pemantauan dalam rangka 
pelaksanaan promosi potensi Kabupa:en Administrasi dan 
ketahanan pangan Kabupaten Administrasi; 

i. melaksanakan stimulan penyelenggaraan pasar murah; 
melaksanakan upaya perlindungan terhadap usaha 
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; 

k. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha koperasi, 
usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan 
usaha perdagangan; 

1. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, 
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana 
pembinaan, perlindungan, dan pengembangan usaha 
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, 
dan usaha perdagangan; 

m. melaksanakan pengawasan dan Dengendalian usaha 
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, 
dan usaha perdagangan; 

n. menghimpun, mengolah, memelihara menyajikan, 
mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi 
perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan usaha 
menengah, dan usaha, perdagangan; 

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Perekonomian 
dan Pembangunan; 
mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, 
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Perekonomian 
dan Pembangunan; 
melaksanakan kegiatan, koordinasi dan fasilitasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan 
bidang perekonomian yang tidak mempunyai Suku Dinas 
atau Kantor pada Kabupaten Administrasi; dan 

r. melaporkan dan mempertanggungjaivabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Perekonomian. 

Pasal 43 

(1) Subbagian Pembangunan merupakan Satuan Kerja Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan 
kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta 
pengoordinasian, pengendalian pemantauan dan evaluasi bina 
marga, tata air, penataan kota, perumahan dan gedung 
pemerintah daerah, pertamanan dan pemakaman dan 
kebersihan. 

Subbagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Perekonomiall dan Pembangunan. 

Subbagiari Pembangunan mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

J. 

P. 

q. 
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c, menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan 
penyusunan kebijakan operasior_al bina marga, tata air, 
penataan kota, perumahan dan gedung pemerintah 
daerah; pertamanan dan pemakarnan dan kebersihan 
Kabupaten Administrasi; 

d. melaksanakan 	kegiatan 	koordinasi, 	pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional •bina marga, tata a-_r, penataan kota, 
perumahan dan gedung pemerintah daerah, pertamanan 
dan pemakaman dan kebersihan Kab-.1paten Administrasi; 

e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan doku:nen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas dan Kantor bidang pembangunan 
Kabupaten Administrasi; 

f. melaksanakan kegiatan pengoordina_sian, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
suku dinas dan kantor bina marga tata air, penataan 
kota, perumahan dan gedung -Jemerintah daerah, 
pertamanan dan pemakaman dan lc,bersihan Kabupaten 
Administrasi; 

g. menghimpun, mengolah, menyajikan, dan melaporkan 
data, informasi pelaksanaan kebijakan operasional bina 
marga, tata air, penataan kota, perumahan dan gedung 
pemerintah daerah, pertamanan dan pemakaman dan 
kebersihan Kabupaten Administrasi; 

h. melaksanakan 	kegiatan, 	koodinasi 	dan 	fasilitasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan oh Dinas atau Badan 
bidang pembangunan yang tidak mempunyai Suku Dinas 
atau Kantor pada Kabupaten 

i. melaksanakan kegiatan pengoordinasian;  pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi kegiatar_ pembangunan di 
wilayah Kabupaten Administrasi, 

j. melaksanakan kegiatan koordinasz pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan ruang, dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Pembangunan. 

Pasal 44 

(1) Subbagian Kelautan merupakan Sa--_-_Tan Kerja Bagian 
Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan 
kegiatan perumusan kebijakan operasional serta 
pengoordinasian, pengendalian, pemar_tauan dan evaluasi 
kelautan, , pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan 
hidup dan sumber daya kelautan. 

(2) Subbagian Kelautan dipimpin oleh seorang Ke-Dala Subbagian 
yang berkedudukan di bawah dan berta_nggung jawab kepada 
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan. 

(3) Subbagian Kelautan mempunyai tugas 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran bagian perekonomian dan -3embangunan sesuai 
dengan lingkup tugasnya, 

b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai 
dengan lingkup tugasnya, 
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c. menghimpun, menyiapkan dan menvusun bahan 
penyusunan kebijakan operasional kelautan, pertanian, 
peternakan, perikanan, lingkungan hidw dan sumber 
daya kelautan Kabupaten Administrasi; 

d. melaksanakan 	kegiatan 	koordinasi, 	pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
operasional kelautan, pertanian, pe-_ernakan, perikanan, 
lingkungan hidup dan sumber daya kelautan Kabupaten 
Administrasi; 

e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan 
pengendalian pelaksanaan dok-umen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan 
Pangan dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
Administrasi; 

f. melaksanakan kegiatan pengoordirPsian, pemantauan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan 
dan Kantor Pengelola Lingkungar_ Hidup Kabupaten 
Administrasi; 

g• menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan 
data, informasi pelaksanaan kebijakan operasional 
kelautan, pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan 
hidup dan sumber daya kelautan Kab-upaten Administrasi, 

h. melaksanakan, koodinasi dan 	kegiatan tugas 
pemerintahan yang berhubungan dengan sumber daya 
kelautan yang tidak masuk dalam tugas dan fungsi Suku 
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 
Kantor Pengelola Lingkungan Hidup; dan 

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas Subbagian Kelautan. 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 45 

Kabupaten Administrasi dapat mempunyai Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan 
organisasi struktural Kabupaten Administrasi. 

Pasal 46 

Dalam rangka mengembangkan profesi,/ keahlian/kompetensi 
pejabat fungsional, dapat dibentuk Kelompok Jabatan 
Fungsional Kabupaten Administrasi. 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati. 

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diangkat oleh Bupati. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 	Fungsional pada 
Kabupaten. Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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Bagian Kedelapan 

Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi 

Pasal 47 

(1) Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi merupakan 
Unit Kerja Inspektorat sebagai pelaksana dan perangkat pada 
Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan pengawasa.n 
pemerintahan di Wilayah Kabupaten Administrasi dipimpin 
oleh seorang Inspektur Pembantu Kabupaten yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Inspektur dan secara operasional berkoordinasi dengan 
Bupati. 

(2) Bupati dapat meminta Inspektur Pembantu Kabupaten 
Administrasi untuk melaksanakan pengawasar_. 

Bagian Kesembilan 

Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi 

Pasal 48 

(1) Kantor Perencanaan Pembangunan Kaupaten Administrasi 
sebagai pelaksana dan perangkat pada Kabupaten 
Administrasi dalam perumusan dan pengoordinasian 
penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dan 
program serta penganggaran SKPD/UPKD pada Kabupaten 
Administrasi serta melakukan pengendalian dan evaluasi 
perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi, dipimpin 
oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis dan 
administrasi berkedudukan di bawah den bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan secara operasional berkoordinasi dengan Bupati. 

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten secara 
teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor 
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi kepada 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara 
operasional disampaikan oleh Kepala Kantor Perencanaan 
Pembangunan Kabupaten Administrasi kepada Bupati. 

Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten 
Administrasi diangkat diberhentikan oleh Gubernur atas usul 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 
pertimbangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kesepuluh 

Suku Dinas 

Pasal 49 

(1) Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dir_as sebagai pelaksana 
dan Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam 
pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan kepada masyarakat 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala 
Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi 
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Dinas masing-
masing serta secara operasional berkethzdukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

(3)  
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(2) Pelaporan dan pertanggungjawabar pelaksanaan tugas dan 
fungsi Suku Dinas pada Kabupaten Administrasi secara 
teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas 
kepada Kepala Dinas masing-masing serta secara operasional 
disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Ke-oada Bupati. 

(3) Kepala Suku Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur atas usul Kepala Dinas masing-masing dengan 
pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kesebelas 

Kantor 

Pasal 50 

(1) Kantor merupakan Unit Kerja Lemba.ga Teknis Daerah 
sebagai Pelaksana dan Perangkat pada Kabupaten 
Administrasi dalam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan 
kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara 
teknis dan administrasi berkedudukan dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan masing-masing, serta secara 
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Kantor pada Kabupaten Admiristrasi secara teknis 
dan administrasi disampaikan oleh 1-(pa1a Kantor kepada 
Kepala Badan masing-masing serta secara operasional 
disampaikan oleh Kepala Kantor Kepada Bupati. 

(3) Kepala Kantor dapat diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur atas usul Kepala Badan masing-masing dengan 
pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keduabelas 

Kantor PTSP Kabupaten Administrasi 

Pasal 51 

(1) Kantor PTSP Kabupaten merupakan Unit Kerja Badan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Pelaksana dan 
Perangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan 
pelayanari dan penandatanganan perizinan dan non perizinan 
serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya di 
Kabupaten Administrasi. Kantor PTSP Kabupaten dipimpin 
oleh seorang Kepala Kantor PTSP Kabupaten yang secara 
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu serta secara operasional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas dan 
fungsi Kantor PTSP Kabupaten Administrasi secara teknis 
dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor kepada 
Kepala Badan serta secara operasional disampaikan oleh 
Kepala Kantor Kepada Bupati. 
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oleh Gube-_-nur atas usul Kepala Bada-_-_ Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dengan pertimbangan Bupati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketigabelas 

Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten 

Pa.sal 52 

(1) Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten merupakan 
bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
secara teknis administrasi berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bad.an Penanggulangan 
Bencana Daerah serta secara 	operasional 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacla 
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

(2) Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten dipimpin oleh 
seorang Kepala yang secara ex officio dijabat o12h Bupati. 

(3) Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten 
merupakan Unit Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah yang dipimpin o:eh seorang Kepala 
Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten yang 
secara teknis administrasi berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Caerah dan secara taktis operasional berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab ke-Dada Kepala Kantor 
Penanggulangan Bencana Kabupaten. 

Bagian Keempatbelas 

Satpol PP Kabupaten Adminis:rasi 

Pasal 53 

(1) Satpol PP Kabupaten Administrasi m=pakan Unit kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana  dan Perangkat 
pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan operasional 
kegiatan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka 
penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-
undangan lainya serta perlindungan masyarakat di wilayah 
Kabupater_ Administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Satpol PP Kabupaten Administrasi yang secara teknis dan 
administrasi berkedudukan dibawah dar_ bertanggung jawab 
kepada Kepala Satpol PP serta secara operasional berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Satpol PP Kabupaten Administrasi secara teknis dan 
administrasi disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten 
Administrasi kepada Kepala Satpol ?P, serta secara 
operasional disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten 
Administrasi Kepada Bupati. 
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(3) Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi dapat diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Satpol PP 
dengan pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelimabelas 

Kecamatan 

Pasal 54 

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah di bawah 
Kabupaten Administrasi dalam Delaksanaan tugas 
pemerintahan yang dilimpahkan dai Gubernur dan 
mengoordinasikan tugas Pemerintah Daerah, dipimpin oleh 
seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Kabupaten Administrasi. 

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati 
melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi. 

Camat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul 
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Bagian Keenambelas 

Kelurahan 

Pasal 55 

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah 
Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang 
dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan tugas 
Pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan, dipimpin oleh 
seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat. 

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pe:aksanaan tugas dan 
fungsi Kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Camat. 

(3) Lurah diangkat dan diberhentikan 	 berdasarkan 
pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 56 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabupaten 
Administrasi wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Bupati mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan 
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, 
dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar 
pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi. 

Pasal 57 

Seluruh pejabat struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional 
dan pegawai pada Kabupaten Administrasi wajib melaksanakan 
tugas masing-masing sesuai dengan k.-2tentuan peraturan 
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja 
sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, 
transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

Pasal 58 

(1) Seluruh pejabat struktural dan Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Kabupaten Administrasi wajib memimpin, 
mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, 
memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, :nembina dan 
menilai kinerja bawahan masing-masing 

(2) Seluruh pejabat struktural, Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional dan pegawai pada Kabupaten Administrasi wajib 
mengikuti dan mematuhi perintah kedir_a_san atasan masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 59 

Seluruh pejabat struktural dan Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Kabupaten Administrasi wajib mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan 
adanya penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan. 

Pasal 60 

(1) Seluruh pejabat struktural, Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional dan pegawai pada Kabupaten Administrasi wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, kepada atasan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menindaklanjuti dan menjaJikan laporan yang 
diterima ,sebagai bahan pengambilar_ keputusan sesuai 
kewenangan masing-masing. 

Pasal 61 

(1) Bupati karena kedudukannya sebagai pirwinan penyelenggaraan 
tugas pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten 
Admimistrasi berwenang memberikan rekomendasi penilaian 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terhadap Inspektur Pembantu 
Kabupaten Administrasi, Kepala Kantor Perencanaan 
Pembangunan Kabupaten Administrasi, Kepala Suku Dinas, 
Kepala Kantor, Kepala Kantor PTSP Kabupaten Administrasi, 
Pelaksana Kantor Penangulangan Bencana Kabupaten 
Administrasi dan Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi. 
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(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
bahan pertimbangan penilaian bagi p, -jabat penilai dalam 
pemberian nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Inspektur 
Pembantu Kabupaten Administrasi, Kepala Kantor 
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi, Kepala 
Suku Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Satpol PP Kabupaten 
Administrasi dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 62 

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Administrasi merupakan 
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 

a. Pegawai Negeri Sipil; dan 

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiar, Kerja 

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
mengenai Aparatur Sipil Negara. 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Kabupaten 
Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah 
melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB. 

BAB VI 

KEUANGAN 

Pasal 63 

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan •sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai keuangan negara/daerah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah. 

Pasal 64 

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan 
fungsi Kabupaten Administrasi mer-apakan pendapatan 
daerah. 

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai keuangan negara/daerah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
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BAB VII 

ASET 

Pasal 65 

(1) Aset yang dipergunakan oleh Kabupater_ Administrasi sebagai 
prasarana dan sarana kerja merupakar_ aset daerah dengan 
status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan barang milik negwa/daerah. 

Pasal 66 

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Kabupaten 
Administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam bentuk pemberian hibah atau 3antuan barang dari 
pihak ketiga merupakan penerimaan baTang daerah. 

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD 
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus 
sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan 
dibukukan sebagai aset daerah. 

BAB VIII 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 67 

(1) Kabupaten Administrasi menyusun dan menyampaikan 
laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/ 
atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
meliputi laporan : 

a. kepegawaian; 

b. keuangan; 

c. barang; 

d. kinerja; 
e. akuntabilitas; dan 

f. kegiatan. 

Pasal 68 

Dalarn rangka akuntabilitas Kabupaten Administrasi mengembangkan 
sistem pengendalian internal. 
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BAB IX 

PENGAWASAN 

Pasal 69 

Pengawasan terhadap Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh : 

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan nega.:•a; dan 

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 70 

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan ke:-ja Kabupaten 
Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 71 

(1) SKPD/UKPD teknis wajib memberikan dukungan terhadap 
pelimpahan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan 
daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4). 

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam 
bentuk pengerahan/mobilisasi/bantuan/penyediaan : 

a. sumber daya manusia; 
b. prasarana dan sarana; dan 
c. dokumen administrasi. 

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan permintaan dari Kabupaten Administrasi atau 
atas inisiatif SKPD/UKPD teknis. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIFIAN 

Pasal 72 

Seluruh Peraturan Gubernur yang mengatu_r organisasi dan tata 
kerja SKPD/UKPD teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi 
yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
dan ayat (4) disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUF 

Pasal 73 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mula: berlaku, Peraturan 
Gubernur Nomor 255 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 74 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, beberapa 
ketentuan dalam : 

a. Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 217 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga 
dan Pemuda; 

b. Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Gubernur Nomor 222 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Kepegawaian Daerah; 

c. Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 236 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan; 

d. Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial; 

e. Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 241 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik; 

f. Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 244 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Pengurus KORPRI; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 75 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 	11 Desember 2015 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd. 

BASUKI T. ?URNAMA 

Diundangkan di Jakarta 

	

pada tanggal 	16 Desember 2015 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

ttd. 

SAEFULLAH 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 21 	NOMOR 62182 

i dengan aslinya 
KEP A 	 SEKRETARIAT DAERAH 

	

PROV D 	KSUS IBUKOTA JAKARTA, 

712281985032003 
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